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BAB 1 

PERPAJAKAN ATAS  

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

 
A. PENGERTIAN  

Corporate social responsibility (CSR) digunakan sebagai ketersediaan 

informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi 

dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam 

laporan tahunan perusahaan atau pelaporan sosial terpisah (Guthrie dan 

Mathewas, 1985). Global Compact Initiative (2002) menyebutkan bahwa 

pemahaman CSR ini dapat dijalankan melalui 3 pilar penting, yaitu Profit, 

people, planet (3P). konsep ini berisikan sebuah pemahaman bahwa tujuan 

bisnis tidak hanya sekedar untuk memperoleh keuntungan atau mencari laba 

(Profit), tetapi juga mensejahterakan orang (people), dan menjamin 

kelangsungan hidup (planet). Perusahaan dianggap tidak hanya memiliki 

kewajiban ekonomi dan hukum kepada pemegang saham saja, tetapi juga 

memiliki kewajiban sosial kepada para pihak yang memiliki kepentingan 

dengan perusahaan (stakeholder). 

Richardson et.al (1999) menjelaskan bahwa perilaku sosial dan 

lingkungan perusahaan merupakan suatu tindakan diskresi yang diambil oleh 

perusahan dengan tujuan untuk meningkatkan iau0iau sosial dan lingkungan. 

Dalam hal ini dengan adanya pertumbuhan industri, isu-isu sosial serta 

lingkungan yang menjadi kepentingan strategis, dan perusahaan berusaha 

untuk mengembangkan strategi yang dapat digunakan untuk menjamin 

kinerja perusahaan jangka panjang. Oleh karena itu peningkatan kesadaran 

mengenai kegiatan sosial dan lingkungan telah menyebabkan lebih banyak 

tekanan bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi yang 

berhubungan tentang kegiatan dan menanggapi beberapa hal persyaratan 

yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan. Akibatnya, kebijakan 

pelaporan sosial dan lingkungan perusahaan menjadi isu yang penting untuk 

perusahaan dalam membangun dan meningkatkan legitimasi mereka untuk 

beroperasi dengan berbagai pelaku yaitu pelanggan, karyawan dan 

lingkungan organisasi (Khlif et.al., 2015). 

Perusahaan yang besar biasanya memiliki aktivits yang lebih banyak dan 

kompleks, mempunyai dampak yang lebih besar terhadap masyarakat, 

memiliki shareholder yang lebih banyak, serta mendapat perhatian lebih dari 

kalangan publik, maka dari itu perusahaan besar mendapat tekanan yang 



 

 

BAB 2 

PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PADA 

PERBANKAN KONVENSIONAL 

 
A. PENGERTIAN 

Sebelum membahas tentang perpajakan yang timbul akibat terjadinya 

pada Perbankan yang bersifat konvensional, terlebih dahulu kita cermati 

beberapa pengertian Bank yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain 

sebagai berikut: 

1. Menurut Prof G.M. Verryn Stuart (Hasibuan, 2009: 2) memberikan 

pengertian, bahwa Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan 

keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang 

diterima dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru 

kertas atau logam. 

2. Dr B. N Ajuha (Hasibuan, 2009: 2) mendefinisikan bahwa Bank 

menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara 

menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif 

untuk keuntungan masyarakat. 

3. Menurut Muhammad Ayub mendefinisikan, bahwa Bank merupakan 

institusi yang berwenang menerima simpanan dengan tujuan 

memberikan fasilitas yang berwenang menerima simpanan dengan 

tujuan memberikan fasilitas pembiayaan jangka panjang dan jangka 

pendek. Studi mengenai sejarah keuangan menunjukkan bahwa praktik 

perbankan telah ada dalam berbagai bentuk sejak tahun 757 SM, saat 

Bank tidak hanya bertindak sebagai agen untuk nasabah, memberikan 

pembiayaan dengan berbasiskan tanda tangan, tapi juga menerima 

simpanan dan memberikan pinjaman untuk agrikultur.  

 

Dalam perekonomian modern saat ini Bank merupakan suatu perusahaan 

penyimpanan uang dari dan atas nama nasabah, dimana nasabah akan 

menerima imbalan berupa bunga yang harus dibayarkan oleh Bank. Uang 

yang dikumpulkan digunakan dengan tujuan untuk dipinjamkan kepada pihak 

lain untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk bunga, dividen atau yang lain. 

Secara umum, perbankan modern dibagi dalam dua kategori utama yakni 

perbankan komersial dan perbankan investasi. Perbankan komersial 

melibatkan perantara di antara para deposan dan pengguna dana, dana 

pelaksanaan pembayaran atas nama para nasabah. Sedangkan perbankan 



 

 

BAB 3 

PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI  

PADA PERBANKAN SYARIAH 

 
A. PENGERTIAN 

Perbankan syariah pada dasarnya adalah entitas yang melakukan 

penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan 

kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Terdapat dua jenis 

Bank syariah, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS). Perbedaannya, BUS memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Sementara BPRS tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Dalam system perbankan di Indonesia terdapat dua macam 

sistem operasional perbankan, yaitu Bank konvensional dan Bank syariah. 

Sesuai UU no.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank syariah 

adalah Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah 

atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa majelis ulama Indonesia 

seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun), kemaslahatan 

(maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, 

maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU perbankan syariah 

juga mengamanahkan Bank syariah untuk menjalankan fungsi social dengan 

menjalankan fungsi seperti Lembaga Baitul mal, yaitu menerima dana yang 

berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan 

menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi 

wakaf (wakif). Tak hanya itu, Bank satu ini juga tidak boleh mengandung 

segala sesuatu yang diharamkan, seperti riba, penipuan, perjudian, dan objek 

lain sebagaimana diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari 

aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik 

dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, 

namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan 

kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip 

syariah memang hal yang unik, karena hakikinya Bank syariah adalah Bank 

yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. 

Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal 

inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi Bank syariah. Selain itu, 

kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan Bank syariah. 

Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah, maka kemaslahatan 



 

 

BAB 4 

PERPAJAKAN ATAS KEGIATAN  

MERGER DAN AKUISISI 

 
A. PENGERTIAN MERGER DAN AKUISISI 

Merger adalah salah satu strategis bisnis yang dilakukan perusahaan 

dengan cara penggabungan atau penyerapan oleh satu perusahaan terhadap 

perusahaan lain. Jika dua atau lebih perusahaan melakukan merger, maka 

hanya akan ada satu perusahaan yang berdiri. Perusahaan yang tetap berdiri 

biasanya memiliki ukuran bisnis yang lebih besar, yang dipertahankan hidup 

dan tetap mempertahankan nama dan status hukumnya. Atau juga bisa, 

perusahaan yang telah merger tersebut berubah nama dan status hukumnya 

menjadi perusahaan baru. 

Ukuran survaving firm (perusahaan yang berdiri) karena merger akan 

semakin besar setelah dilakukan merger karena seluruh aset dan kewajiban 

dari kombinasi merged firm dialihkan ke survaving firm. Contoh perusahaan 

yang melakukan merger adalah Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah, dan 

BNI Syariah yang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). 

Alasan utama suatu entitas melakukan Merger adalah untuk menyatukan 

sumber daya, kekuatan, dan kelemahan perusahaan sehingga diharapkan 

perusahaan baru akan beroperasi lebih baik. Alasan lainnya juga untuk 

mengurangi persaingan dan mendapatkan kerja sama yang bisa 

menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan merger. Hal ini juga 

berdampak kepada para pemegang saham perusahaan- perusahaan yang 

melakukan Merger. Para pemegang saham perusahaan lama di kedua pihak 

akan menjadi pemegang saham perusahaan baru. 

Akuisisi adalah salah satu strategi bisnis yang dilakukan oleh sebuah 

perusahaan dengan mengambil alih kepemilikan atau pengendalian atas 

saham atau aset perusahaan lain. Bedanya dengan merger, dalam strategi 

akuisisi ini baik perusahaan pengambilalih atau yang diambilalih tetap berdiri 

sebagai badan hukum yang terpisah. Akuisisi dapat dilakukan dengan 

membeli aset perusahaan atau dengan memperoleh kepemilikan saham 

suatu perusahaan lebih dari 51%. Contoh sederhananya adalah PT Angka 

membeli 52% saham PT Nominal. Ini berarti PT Angka memiliki kendali atas 

aktivitas bisnis PT Nominal. Namun, PT Nominal tetap memiliki eksistensinya 

dan tetap menjalankan operasional perusahaan. 



 

 

BAB 5 

PERPAJAKAN ATAS  

PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI 

 
A. LATAR BELAKANG 

Sektor ekonomi tumbuh dan berkembang semakin pesat seperti 

tumbuhnya usaha di Indonesia salah satunya usaha jasa konstruksi. Menurut 

pendapat Ir. Tri Widjajanto, MT Ketua Umum Dewan Pengurus LPJK Nasional 

pada saat itu yang menyatakan setuju bahwa masyarakat Jasa Konstruksi 

adalah aset bagi Indonesia karena melihat dari pertumbuhan ekonomi, jasa 

ini memberikan konstribusi positif dan signifikan bagi pembangunan di 

negara kita (Kartiwan, et al, 2014). 

Jasa konstruksi mempunyai kontribusi yang besar untuk negara dimana 

terdapat banyak lapangan pekerjaan yang timbul dari usaha ini dengan 

kontribusinya bisa mencapai 8 s.d 10 persen terhadap PDB Indonesia dan 

menampung 6,75 jt tenaga kerja. Jasa konstruksi dinilai sebagai usaha yang 

mempunyai peluang kontribusi bagi pajak yang mumpuni. Perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan jasa konstruksi adalah pemberian jasa yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang 

profesional dibidangnya, suatu usaha yang melakukan kegiatan untuk 

memperoleh pendapatan (Salman, 2017). 

Dari sisi pajak pemerintah memutuskan bahwa pengenaan pajak untuk 

setiap klasifikasi berbeda dari setiap subjeknya, dan hal ini menjadi sebuah 

kebingungan di masyarakat yang berusaha di bidang jasa konstruksi. Terdapat 

banyak aturan perpajakan mulai dari pajak yang hanya bisa dikenakan PPh 21, 

PPh 23 dan berbeda lagi jika masuk ke PPh 4 ayat 2. Pada jenis usaha jasa 

konstruksi terdapat perbedaan pada pasal 4 ayat 2 dengan PPh 23 dengan 

penyebutan berbeda. Pada PPh 4 Ayat 2 disebutkan bahwa ‘usaha jasa 
konstruksi’ sementara dalam PPh 23 hanya menyebutkan kata ‘jasa 
konstruksi’ tanpa ada kata ‘usaha’ seperti di PPh 4 ayat 2”. Selain dikenakan 
PPh 4 ayat 2 atau PPh 23 atau PPh 21, jasa ini juga dikenakan pemungutan 

PPN, dimana unsur-unsur yang terkandung dari PPN adalah (1) penyerahan 

BKP/JKP; (2) dilakukan oleh PKP; (3) didalam daerah pabean. Sepanjang 

transaksi pada usaha jasa konstruksi memenuhi ketiga kriteria itu maka usaha 

jasa konstruksi ini dapat diperhitungkan sebagai objek PPN. 

 



 

 

BAB 6 

PERPAJAKAN PADA LEMBAGA LEASING 

 
A. LATAR BELAKANG 

Perjanjian leasing saat ini semakin populer seiring dengan semakin 

berkembangnya dunia industri dan perdagangan di Indonesia. Dalam leasing 

dikatakan bahwa lessee adalah pemilik ekonomis dari barang yang disewanya, 

karena ia mendapat segala manfaat dari barang itu, sedangkan risiko tentang 

rusak/ musnahnya barang dipikul oleh lessor. 

Pada era yang berkembang saat ini didunia bisnis yang sedang pesat, 

peran perusahaan pembiayaan atau bisa disebut leasing ini sangat dicari-cari 

dan dibutuhkan. Terlebih lagi perusahaan pembiayaan ini dapat menjadi 

sarana dalam mengembangkan sektor usaha. Peranan utama perusahaan 

leasing disini adalah memberikan biaya untuk barang modal yang dibutuhkan 

perusahaan maupun perorangan. Contoh pembiayaan yang dapat dilakukan 

disini adalah seperti membeli barang modal peralatan perkantoran atau 

motor yang disewa ataupun kredit. Selain itu, perusahaan pembiayaan juga 

melayani masyarakat yang memerlukan dana investasi, konsumsi dan hal 

lainnya yang dapat membantu membangkitkan perekonomian nasional. 

Dalam operasional leasing, lessee terima jadi barangnya (mesin pabrik) 

termasuk pemeliharaannya (service) dan dalam financial leasing, lessee 

memesan sendiri barangnya atas pembiayaan lessor. Dalam hal terakhir ini 

lazimnya biaya pemeliharaan dan tanggungan (asuransi) dibebankan kepada 

lesse. 

Perkataan leasing diterjemahkan dengan arti sewa-guna atau sewa- pakai, 

objeknya juga sudah tidak lagi terbatas pada mesin pabrik, tetapi sudah 

berupa mobil, rumah dan lain-lain. Istilah leasing berasal dari bahasa Inggris 

to lease yang berarti menyewakan. Istilah ini berbeda dengan istilah 

rent/rental, yang masing-masing mempunyai hakikat yang tidak sama. 

Leasing sebagai suatu jenis kegiatan, dapat dikatakan masih muda umurnya di 

Indonesia, yaitu sejak tahun 1974, atas persetujuan Menteri Keuangan telah 

berdiri delapan perusahaan leasing di Indonesia yang statusnya sebagai 

lembaga keuangan non- Bank. Walaupun leasing masih muda umurnya, tetapi 

mempunyai harapan berkembang, karena fungsinya setingkat dengan Bank, 

Bank tabungan dan sejenisnya, sebagai suatu sumber pembiayaan jangka 

menengah (yaitu dari satu tahun hingga lima tahun). Faktor- faktor yang 

menyebabkan leasing tumbuh begitu cepat, oleh karena merupakan suatu 

sistem yang sesuai dengan arah perekonomian masa kini, yang sangat 



 

 

BAB 7 

PERPAJAKAN PADA TRANSAKSI DERIVATIVE 

 
A. LATAR BELAKANG 

Pada awal transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di Indonesia 

pada tahun 2000 tidak dikenakan Pajak Penghasilan, dan belum ada 

peraturan yang mengatur Pajak Penghasilan atas transaksi derivatif 

perdagangan kontrak berjangka dengan harapan untuk menarik minat 

masyarakat atau investor berpartisipasi di perdagangan berjangka. 

Beberapa tahun kemudian pemerintah melihat adanya potensi 

pendapatan negara dari sektor pajak atas transaksi derivatif perdagangan 

kontrak berjangka di bursa berjangka, maka pada tahun 2009 pemerintah 

Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2009 sebagai dasar 

untuk menentukan Pajak Penghasilan atas transaksi derivatif perdagangan 

kontrak berjangka di bursa berjangka dengan ketentuan pada Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final. 

Dalam Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2009 tarif pajak atas transaksi 

derivatif perdagangan kontrak berjangka dikenakan sebesar 2,5 persen pada 

margin awal. Dalam perjalanannya setelah pemerintah menerapkan 

Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2009 sebagai pajak penghasilan atas 

transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka ada beberapa pihak yang 

keberatan atas pengenaan tarif sebesar 2,5 persen pada margin awal karena 

dianggap terlalu besar dan dikenakan pajak penghasilan pada awal mula 

sebelum melakukan transaksi dianggap tidak pada tempatnya. Akibatnya 

pada bulan Juli tahun 2009 Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2009 diajukan 

judicial review ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 P/HUM 

2009 adalah membatalkan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2009. Pada tahun 

2011 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No 

31 Tahun 2011 tentang pencabutan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009. 

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 maka 

Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009 sudah tidak berlaku lagi sebagai 

dasar penetapan Pajak Penghasilan atas transaksi derivatif perdagangan 

kontrak berjangka di bursa berjangka. Untuk diketahui pada saat ini Pajak 

Penghasilan pada transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di bursa 

berjangka berada di ranah investor yang harus melaporkan Surat 

Pemberitahuan SPT Tahunan masing-masing berdasarkan pada ketentuan 

umum tarif Pajak Penghasilan umum Pasal 17 dalam Undang-Undang No 36 



 

 

BAB 8 

PERPAJAKAN ATAS LEMBAGA PENDIDIKAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

Sektor pendidikan merupakan sektor yang dianggap penting dalam upaya 

perkembangan suatu negara baik dari segi sosial, ekonomi, sumber daya 

manusia, teknologi dan lainnya. Arti penting tersebut tercermin dalam 

tindakan pemerintah yang memberikan alokasi anggaran untuk sektor 

pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sebagaimana tercantum dalam 

aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 pasal 20 ayat 2. 

Bagi yayasan pendidikan yang bertujuan untuk kepentingan lama laba 

atau berorientasi pada nirlaba, maka sudah seharusnya dikenakan pajak 

penghasilan atas keuntungan yang diterimanya. Hal ini sebagaimana 

diterapkan pada sebuah badan usaha berbentuk yayasan lainnya. Dalam hal 

ini, dibutuhkan pengarahan khusus untuk pajak yayasan pendidikan sebagai 

insentif pajak penghasilan pada lembaga pendidikan. Selanjutnya, diperlukan 

pula aturan khusus mengenai aspek pajak ini sebagai organisasi nirlaba yang 

kegiatan pokoknya adalah menyelenggarakan satuan pendidikan formal. 

Yayasan pendidikan dikenakan pajak penghasilan (PPh) atas keuntungan yang 

diterimanya. Pajak yayasan pendidikan menjadi sebuah kewajiban bagi 

lembaga pendidikan dan menyebabkan yayasan tersebut dianggap sebagai 

subjek pajak penghasilan badan. Setiap yayasan pendidikan yang berupa 

organisasi nirlaba harus mendaftarkan diri pada kantor DJP untuk dicatat 

sebagai Wajib dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Selanjutnya, dalam menunaikan kewajiban pajak yayasan sekolah atau 

pendidikan, harus dilakukan penghitungan dan pelaporan pajak terutang 

berupa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan PPh Pasal 29. Sedangkan 

pemotongan dan pemungutan pajak (withholding tax) terutang akan 

didasarkan pada pajak penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 22, dan pasal 23. Dari 

berbagai kewajiban pajak tersebut, pemerintah mendapatkan kewajiban pula 

untuk memberikan fasilitas sebagai insentif berupa keringanan atau 

pengecualian pengenaan pajak, atas penerimaan dan pengeluaran yang 

terjadi selama proses penyelenggaraan pendidikan berlangsung. Pembahasan 

pajak yayasan pendidikan tentu akan sangat berbeda dengan pajak jenis 

usaha lain semisal pajak UMKM. Dalam praktiknya, pajak yayasan pendidikan 

memiliki objek pajak dan aspek tersendiri. 

 

 

https://www.harmony.co.id/blog/penjelasan-lengkap-pajak-umkm-dan-cara-pembayarannya


 

 

BAB 9 

PERPAJAKAN ATAS KEGIATAN  

REVALUASI ASSET (AKTIVA TETAP) 

 
A. LATAR BELAKANG 

Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya 

menghitung penyusutan aset tetap perusahaan dengan metode tertentu, 

penilaian kembali (revaluasi) asset tetap perusahaan, penentuan harga 

transfer (transfer pricing) perusahaan, manajemen persediaan, 

mendefinisikan revenue dan expense perusahaan, pembelian aset, pemberian 

tunjangan berupa natura atau non natura, menangguhkan pendapatan dan 

mempercepat atau membiayakan pengeluaran. Aset merupakan sumber daya 

ekonomi yang diperoleh dan dikuasai oleh suatu perusahaan sebagai hasil 

dari transaksi masa lalu, salah satunya adalah aset tetap yang digunakan 

perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaan dalam menghasilkan 

produk. Peranan aset tetap sangat besar dalam menghasilkan produk, seperti 

lahan sebagai tempat berproduksi, bangunan sebagai tempat pabrik dan 

kantor, mesin dan peralatan sebagai alat untuk berproduksi dan lain-lain. 

Aset tetap juga merupakan bagian utama dalam penyajian posisi keuangan 

perusahaan (Harjo, 2021).. 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tahun 

2015 tentang Penilaian Kembali Aset tetap Perusahaan untuk tujuan 

perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 29/PMK.03/2016, tentang persyaratan suatu perusahaan 

dalam melakukan revaluasi aset tetap, jenis- jenis aset tetap yang dapat 

direvaluasi, dasar penentuan revaluasi aset tetap perusahaan dan bagaimana 

perlakuan dari selisih dari revaluasi aset tetap. Revaluasi aset merupakan 

penilaian kembali aset tetap perusahaan yang dilakukan karena adanya 

kenaikan nilai aset tetap dipasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap 

dalam laporan keuangan perusahaan. Revaluasi diberlakukan dengan tujuan 

utama agar perusahaan dapat melakukan penghitungan penghasilan dan 

biaya secara lebih wajar sehingga hasilnya bisa mencerminkan nilai dan 

kemampuan perusahaan yang sebenarnya. 

Tidak semua aset dapat direvaluasi. Jenis aset yang dapat direvaluasi 

adalah aset tetap berwujud yang terletak di Indonesia, serta dimiliki dan 

digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang 



 

 

BAB 10 

ASPEK PERPAJAKAN  

PERUSAHAAN ASURANSI 

 
A. LATAR BELAKANG 

Asuransi menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu perjanjian antara 

penanggung dan tertanggung, yang mewajibkan tertanggung membayar 

sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, 

kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang 

mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak terduga (insurance). 

Sedangkan asuransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban 

membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan 

sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa 

pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat). 

Asuransi mulai berkembang di negara Inggris tepatnya di London, berdiri 

perusahaan asuransi pertama di dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 

1688. Mulanya perusahaan asuransi ini muncul dari sebuah kedai kopi kecil 

bernama Edward Lloyd’s yang namanya dipakai sebagai nama perusahaan 
asuransi pertama di dunia. Perusahaan asuransi itu memberikan penawaran 

sebuah produk asuransi dagang yang memberikan perlindungan terhadap 

pergerakan ekspor dan impor kapal kargo melalui jalur laut. Untuk sistem 

jaminan asuransi ini tergolong sangat sederhana sebab selama kapal yang 

mengangkut barang dagang tersebut tidak terjadi apa-apa, pihak kapal tetap 

mendapatkan uang premi mereka. Sementara itu di benua Amerika Serikat, 

perusahaan asuransi pertama yang dibangun pada saat itu bernama 

Philadelphia Contributionship for the Insurance of Houses from Loss by Fire. 

Perusahaan ini didirikan oleh Presiden Amerika Serikat yang saat itu sedang 

menjabat, yaitu Benjamin Franklin beserta beberapa rekannya pada tahun 

1752. 

Sejarah asuransi juga dapat dilihat pada zaman pertengahan periode 

sejarah Eropa hingga zaman revolusi industri yang mana asuransi sudah 

menyebar ke Amerika dengan pesat. Di zaman ini para serikat buruh bisa 

dikatakan hidup dengan kondisi yang tidak layak yang mana justru para kaum 

modal memiliki kekuasaan lebih. Oleh karena kondisi yang tidak baik ini maka 

para masyarakat buruh sudah membentuk yang namanya “perlindungan 
kelompok” untuk melindungi satu dengan lainnya. 



 

 

BAB 11 

ASPEK PERPAJAKAN ATAS  

INDUSTRI PERTAMBANGAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

Pertambangan merupakan suatu kegiatan pengambilan endapan bahan 

galian yang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, pada 

permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air 

baik secara mekanis maupun secara manual. Hasil kegiatan ini antara lain 

yaitu: minyak dan gas bumi, bijih emas, pasir besi, bijih timah, batubara, bijih 

bauksit, bijih nikel, bijih tembaga, perak dan bijih mangan. 

Proses penambangan dapat dilakukan baik secara manual ataupun 

mekanis. Material yang ditambang merupakan material yang mempunyai nilai 

ekonomis bagi kehidupan manusia. Contoh-contoh komoditas yang 

ditambang tersebut antara lain emas, perak, batubara, timbal, seng, bijih besi, 

timah, nikel, bauksit, batubara, minyak bumi dan jenis-jenis bahan galian yang 

mempunyai nilai ekonomis yang lain. 

Dalam perkembangannya, pertambangan tumbuh menjadi industri yang 

mempunyai prospek menjanjikan dan tidak kalah dengan industri- industri 

lain seperti industri otomotif, industri elektronika, industri pangan dan 

industri-industri besar yang lain. Industri pertambangan termasuk bidang 

usaha yang membutuhkan modal yang besar, ilmu pengetahuan dari berbagai 

disiplin ilmu, teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten di 

bidangnya. Di sisi lain, industri pertambangan merupakan industri yang 

mempunyai potensi risiko juga. 

Dari beberapa aspek yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di 

atas, tentu aspek nilai ekonomis menjadi daya tarik utama bagi para pelaku 

usaha. Potensi nilai ekonomis yang menjanjikan ini mendorong seseorang 

ataupun kelompok masyarakat untuk berusaha mengelola tambang demi 

mendapatkan keuntungan. 

Pengelolaan usaha pertambangan harus mengikuti payung hukum yang 

sudah ditetapkan oleh pemerintah agar dapat berjalan dengan tertib. Ada 

banyak sekali aturan-aturan hukum tentang pengelolaan bahan galian atau 

bahan tambang tersebut. Aturan-aturan hukum tersebut juga disesuaikan 

dengan perkembangan zaman, memenuhi aspek ketersediaan, tingkat 

konsumsi, dan nilai strategis bahan galian tersebut. 



 

 

BAB 12 

PERPAJAKAN ATAS  

INDUSTRI PANAS BUMI 

 
A. LATAR BELAKANG 

Panas Bumi merupakan sumber energi panas (berasal dari pemanasan 

batuan, air, dan unsur-unsur lainnya) yang terbentuk secara alamiah dibawah 

permukaan bumi. Agar panas bumi dapat dimanfaatkan, maka perlu 

dilakukan kegiatan penambangan panas bumi, sehingga energi panas bumi 

dapat ditransfer ke permukaan bumi dalam bentuk uap dan air panas atau 

kombinasi dari keduanya plus unsur-unsur lainnya. 

Kegiatan usaha penambangan panas bumi antara lain meliputi survey 

pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi. Survey 

pendahuluan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi serta 

analisis mengenai kondisi geologi, geofisika, dan geokimia sehingga dapat 

diperkirakan lokasi cadangan sumber daya panas bumi. Hasil survey 

pendahuluan digunakan dalam eksplorasi yang bertujuan untuk menemukan 

dan memperkirakan besarnya cadangan sumber daya panas bumi. 

Sementara itu kegiatan eksplorasi antara lain mencakup penyelidikan 

geologi, geofisika, pengeboran uji dan sumur eksplorasi. Yang dimaksud 

dengan eksplorasi sumber daya panas bumi adalah "pencarian cadangan 

sumber daya panas bumi yang meliputi kegiatan penyelidikan geo-sain 

terpadu seperti penyelidikan geologi, geokimia, geofisika dan penyelidikan 

landaian sumur termasuk pengeboran sumur eksplorasi guna menetapkan 

potensi cadangan panas bumi.' Sedangkan studi kelayakan bertujuan untuk 

menilai aspek bisnis usaha pertambangan panas bumi. 

Apabila telah memenuhi persyaratan kelayakan usaha, maka dilanjutkan 

dengan eksploitasi yang kegiatannya antara lain mencakup pengeboran 

sumur, pengembangan dan sumur reinjeksi, pengembangan fasilitas lapangan 

dan operasi produksi sumber daya panas bumi. 

 

B. PENGERTIAN 

1. Panas Bumi 

Panas bumi sebagai sumber daya alam yang ramah lingkungan dan 

terbarukan merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dapat 

dikembangkan untuk menghasilkan listrik dan mendukung pertumbuhan 

pembangunan ketenagalistrikan di Indonesia. Indonesia memiliki potensi 



 

 

BAB 13 

PERPAJAKAN ATAS  

INDUSTRI PERKEBUNAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan salah satu Negara yang bercorak agraris dari segi 

kehidupan rakyat dan perekonomiannya, hal ini mengindikasikan bahwa bumi 

termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

memegang fungsi peranan penting dalam membangun masyarakat adil dan 

makmur. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sudah seharusnya dimiliki 

Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Orang atau badan yang 

memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan tersebut harus memberikan 

kontribusi pada Negara berupa pajak (Agustin, 2017). 

Subsektor perkebunan menghasilkan produksi, baik yang dikonsumsi di 

dalam negeri, seperti gula, cengkih, dan kapas, maupun yang merupakan 

penghasil devisa yang amat penting, seperti minyak dan inti sawit, karet, 

kopra, kopi, kakao, teh, lada, dan tembakau. 

Kesinambungan (kontinuitas) ekspor dari hasil perkebunan relatif lebih 

stabil dibandingkan dengan hasil minyak dan gas bumi atau mineral yang satu 

waktu bisa habis atau ekspor kayu yang peremajaan hutannya memerlukan 

jangka waktu yang relatif sangat panjang. Kestabilan dalam kesinambungan 

ekspor hasil perkebunan tersebut karena hasilnya bersifat dapat diperbarui 

(renewable) dalam waktu yang relatif lebih singkat. 

Kestabilan dalam kesinambungan ekspor hasil perkebunan tersebut dapat 

dilihat dari statistik luas areal, jumlah produksi, volume, dan nilai ekspor, 

kecuali untuk beberapa komoditas perkebunan, seperti kopra, cengkih, dan 

gula, karena permasalahan yang timbul di dalam negeri yang dapat dikatakan 

bersifat sementara. 

Sebagian besar komoditas perkebunan di Indonesia diusahakan oleh 

rakyat yang dikenal dengan perkebunan rakyat dan hanya sebagian kecil yang 

diusahakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang dikenal dengan 

perkebunan besar. Perbedaan dari kedua macam perkebunan tersebut 

adalah bentuk usaha dan sistem pengelolaan. 

Pengembangan subsektor perkebunan di Indonesia dilakukan untuk 

mempertahankan atau meningkatkan kestabilan dalam kesinambungan 

ekspor hasil perkebunan tersebut. Pengembangan subsektor perkebunan 

dilaksanakan melalui empat pola, yaitu perkebunan inti rakyat yang kemudian 



 

 

BAB 14 

PERPAJAKAN ATAS  

INDSUTRI DAN GAS BUMI 

 
A. LATAR BELAKANG 

Pajak dalam perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber 

daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberi 

gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi berubah, pertama 

berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk 

kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan 

keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan 

kebutuhan masyarakat. 

Secara umum pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada 

mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa 

berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan 

jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. 

Dalam hal kontrak minyak dan gas bumi yang disetujui kontrak di negara-

negara berkembangan merupakan suatu perjanjian antara pemerintah suatu 

negara berdaulat dengan investor. Dalam kontrak ini pemerintah dapat 

diwakili oleh badan publik negara atau perusahaan milik negara (BUMN) 

termasuk dalam pengertian badan publik adalah badan-badan publik yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan. 

Sektor pertambangan migas dan panas bumi merupakan sektor 

pertambangan yang kegiatannya melakukan eksplorasi dalam rangka mencari 

sumber energi berupa minyak, gas bumi, dan panas bumi. Berbeda dengan 

migas, eksplorasi panas bumi masih perlu diolah menjadi bentuk listrik agar 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Harapannya, dengan adanya sumber 

energi terbarukan berupa panas bumi dapat menekan harga listrik menjadi 

jauh lebih terjangkau dan ramah lingkungan. 

 

B. PENGERTIAN PAJAK 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan 
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